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BAB IV 

PENUTUP 

 

Berdasarkan latar belakang mengenai keresahan atas situasi hak atas tanah yang 

diterlantarkan di perkotaan sementara banyak terjadi peristiwa penggusuran dan keberadaan 

slums area, pertanyaan penelitian untuk menggali peneyelenggaran fungsi penertiban terlantar 

oleh BPN Kanwil DKI Jakarta khususnya terhadap studi kasus danau, serta hasil penelitian 

yang telah penulis uraikan, maka penelitian ini penulis tutup dengan kesimpulan dan saran 

sebagai berikut. 

 

4.1. Kesimpulan 

4.1.1. Kesimpulan Terkait Tugas dan Fungsi BPN Kanwil DKI Jakarta dalam Penertiban Tanah 

yang Diindikasikan Terlantar 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan, tugas dan fungsi BPN selaku 

badan yang mengurusi pertanahan selalu berubah mengikuti dinamika perubahan politik 

Presiden, susunan kabinet (kementerian dan lembaga), adanya pembaharuan dalam sistem 

pemerintahan seperti otonomi daerah dan adanya regulasi-regulasi baru mengenai pertanahan. 

Diantara faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kedudukan dan fungsi BPN, faktor yang 

paling siginifikan membuat perubahan adalah politik pertanahan yang dibawa oleh Presiden. 

Sebab, politik pertanahan Presiden akan mendorong perubahan susunan kabinet (kementerian 

dan lemabga), dan penerbitan regulasi terkait pertanahan maupun evaluasi terhadap regulasi 

pertanahan yang telah ada untuk mendorong perbaikan dan perubahan selanjutnya.  

Awal kelahiran BPN pada tahun 1988 hanya berperan sebagai pembantu Presiden 

dalam hal administrasi pertanahan dan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional 

khususnya kebutuhan instansi pemerintahan. Kedudukan, tugas dan fungsi BPN terus berubah 

dan berkembang sampai pada akhirnya paradigma BPN sebagai pembantu administrasi 

berubah menjadi berperan sebagai lemabga pembentuk kebijakan pertanahan yang terintegrasi 

dengan bidang agraria dan tata ruang, yang tidak hanya menimbang kebutuhan pembangunan 

nasional akan tetapi juga mengedepankan kesejatheraan masyarakat lewat regulasi penertiban 

pertanahan.  
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Dinamika perubahan kedudukan, tugas dan fungsi BPN juga mempengaruhi perubahan 

struktur organisasi BPN di tingkat kantor wilayah provinsi dan kabupaten/ kota, yakni 

pengelompokkan Kasi dan Seksi yang dibentuk menyesuaikan dengan tugas dan fungsinya. 

Terdapat Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Kementerian 

ATR/ BPN, Kasi Pengendalian Pertanahan di BPN Kanwil DKI Jakarta, dan Seksi Penataan 

Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang bertanggungjawab 

dalam penyelenggaraan fungsi penertiban tanah terlantar di DKI Jakarta.  

Situasi penguasaan hak atas tanah di Jakarta didominasi Hak Milik dan Hak Guna 

Bangunan. Khususnya di wilayah Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 

dimana danau dalam studi kasus penelitian ini terletak. Kelurahan Guntur didominasi oleh 

HGB. HGB di derah Guntur, Kecamatan Setiabudi memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi 

masyarakat maupun pemerintah. Sementara tidak jauh dari wilayah Keluarahan Guntur, 

Kecamatan Setiabudi, maupun wilayah DKI Jakarta pada umumnya, banyak terjadi 

penggusruan dan slums area. Penelantaran HGB di wilayah ini bertentangan dengan politik 

pertanahan yang telah diamanatkan konstitusi dan UUPA serta tidak memenuhi fungsi sosial 

hak atas tanah.  

BPN memiliki kewnangan untuk melakukan penertiban tanah terlantar. Kewenangan 

tersebut lahir dari konsepsi bahwa sesungguhnya tanah yang ada di NKRI adalah Hak Bangsa, 

yang kemudian melalui HMN, negara cq. BPN memberikan penguasaan hak atas tanah kepada 

perseorangan maupun badan hukum untuk dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan 

melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan atas tanah tersebut. Sehingga, secara contrario 

actus BPN berhak untuk membatalkan atau mencabut hak atas tanah yang telah diberikan untuk 

menjadi tanah negara tanpa perlu ganti rugi kepada pemegang hak. Akan tetapi hak daripada 

pemegang HGB tersebut tetap dijamin melalui proses yang terbuka dan partisipatif bahkan 

penetapan tanah telrantar dapat dilawan melalui PTUN.  

Peraturan tentang penertiban tanah terlantar sudah ada sejak tahun 1998 melalui PP 

Nomor 36 Tahun 1998. Akan tetapi sampai tahun 2006 tidak pernah ada sama sekali penetapan 

tanah terlantar. Akhirnya dilakukan evaluasi dan menghasilkan bahwa PP tersebut tidak 

berdayaguna karena masalah norma, anggaran, prosedur, dan kurangnya sumber daya manusia. 

Atas evaluasi tersebut diterbitkan PP Nomor 11 tahun 2010.  

PP Nomor Tahun 2010 beserta peraturan turunannya, menjabarkan proses penertiban 

tanah terlantar dimulai dari a) inventariasi, b) identifikasi dan peneltian, c) pembentukan 
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panitia C, d) peringatan kepada pemegangn hak, dan e) penetapan tanah telrantar oleh Kepala 

BPN.  Akan tetapi, sampai pada tahun 2020 penelitian ini di lakukan, di DKI Jakarta belum 

pernah ada penetapan tanah terlantar. Hal itu dikarenakan tahap penertiban tanah terlantar di 

DKI baru sampai pada tahap inventarisasi.  

Inventarisasi dilakukan tehadap 73 bidang HBG badan hukum yang diberikan oleh 

Kantah se-Jakarta pada tahun 2010. Progres yang lamban ini dikarenakan terjadi berbagai 

perubahan struktur organiasasi dan tidak adanya transfer data, informasi dan progres kinerja 

dari struktur dan petugas yang lama kepada struktur dan petugas yang baru. BPN Kanwil DKI 

Jakarta terbatas untuk meluaskan objek penertiban di luar 73 bidang HGB tersebut karena 

target dan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Karena proses penertiban 

tanah terlantar baru sampai pada tahap inventarisasi, maka belum ada interaksi yang berarti 

dengan Pemrintah Daerah DKI Jakarta terkait penertiban tanah terlantar dimana pemerintah 

daerah sebagai salah satu unsur dalam Panitia C.  

 

4.1.2. Kesimpulan Terkait Penertiban HGB Danau yang Diindikasikan Terlantar 

Status danau merupakan HGB dan telah dilakukan aktivitas pembangunan sejak tahun 

1997 akan tetapi terhenti pada tahun 1998 dan tidak ada lagi aktivitas selanjutnya. Danau tidak 

termasuk dalam daripada 73 bidang HGB objek inventarisasi oleh BPN Kanwil DKI Jakarta. 

Danau juga tidak termasuk 10 bidang HGB yang sedang dalam pemantauan oleh Kantah 

Jakarta Selatan.  

Terdapat kesulitan yang dialami penulis saat hendak menggali status kepemilikan HGB 

danau tersebut dikarenakan perubahan struktur dan petugas yang mengurusi pengusulan 73 

bidang HGB yang diindiaksikan terlantar pada tahun 2010. Sulitnya status HGB diketuahi 

dimiliki siapa dan dibangun untuk apa mengindikasikan Kurangnya keterbuaan informasi 

publik yang aksesibel untuk masyarakat serta kurang adanya integrasi informasi dan data antar 

instansi pemerintah. Danau diduga kuat dimiliki oleh pihak yang memiliki kekuatan secara 

ekonomi dan politik sehingga menyebabkan masyarakat maupun pemerintah sulit melakukan 

penindakan.  

Dalam penertiban danau, dapat disimpulkan terdapat 2 faktor yang menghambat BPN 

Kanwil DKI Jakarta untuk menjadikannya sebagai objek inventarisasi penertiban tanah 

terlantar. Pertama faktor teknis adminsitratif, yakni kurang terbukanya informasi publik, 
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kurang adnaya transfer informasi, data dan progres kinerja antar pergantian petugas dan 

struktur, serta target yang dibatasi. Kedua, adalah faktor kekuasaan yakni pemilik HGB 

tersebut adalah pihak yang berkuasa secara ekonomi dan politk. 

 

4.2. Saran 

Faktor utama dalam desain kedudukan, tugas, dan fungsi BPN adalah politik 

pertanahan yang dibawa oleh presiden, maka selanjutnya sebagai masyarakat yang 

berpartisipasi dalam Pemilihan Umum mesti sadar dan aktif untuk memastikan agenda politik 

pertanahan yang dibawa oleh calon presiden mengutamakan kesejahteraan masyarakat.  

Masyarakat sesungguhnya memiliki peran dalam proses penertiban tanah terlantar untuk 

melaporkan tanah yang dindikasikan terlantar, maka masyarakat harus memanfaatkan ruang-

ruang tersebut untuk berperan.  

BPN Kanwil sebaiknya melakukan sosialisasi aktif mengenai hak masyarakat tersebut 

agar masyarakat sadar dan mau berpartisipasi dalam proses penertiban tanah telrantar. Melalui 

peran masyarakat yang aktif melaporkan tanah yang diindiaksikan terlantar, hal itu akan 

mereduksi kebutuhan anggaran BPN Kanwil untuk melakukan pemantauan lapangan dalam 

pengusulan data objek tanah yang diindikasikan terlantar. BPN Kanwil DKI Jakarta sebaiknya 

lebih masif dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi objek tanah yang diindikasikan 

terlantar agar dapat memenuhi fungsi sosial hak atas tanah atau dimanfaatkan untuk 

kepentingan masyarakat lebih luas. Selain itu, paradigma aparatur pemerintah yang 

memandang bahwa apabila masyarakat tidak berkepentingan secara langsung maka tidak 

berhak memperoleh informasi dan melaporkan harus diubah.  

Terkait banyaknya slums area dan fenomena penggusuran di DKI Jakarta, BPN Kanwil 

DKI Jakarta sebaiknya lebih masif dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi objek tanah 

yang diindikasikan terlantar. Mengenai kendala teknis administratif yang menghambat 

penertiban danau, pemerintah sebaiknya melakukan integrasi informasi antar instansi serta 

transfer informasi, data dan progres kinerja antar perubahan struktur dan petugas. Mengenai 

kendala politis, masyarakat sebaiknya berperan aktif dan masif dalam melaporkan tanah yang 

diindiaksikan terlantar supaya mereduksi kekhawatiran opresi dari pihak pemilik danau yang 

diduga dikuasai oleh pihak yang memiliki kekuasaan secara ekonomi dan politik Partisipasi 

masyarakat yang aktif dan masif akan mendorong BPN Kanwil DKI Jakarta untuk lebih 

konsisten dan tegas dalam melaksanan fungsi penertiban tanah terlantar di Jakarta.   
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